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RANCANGAN I RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

NOMOR TAHUN 2014 NOMOR TAHUN 2014 

TENTANG TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

Menimbang: a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagai Menimbang: a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagai 

salah satu objek retribusi dilaksanakan salah satu objek retribusi dilaksanakan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan berdasarkan prinsip demokrasi, P<'ffierataan 

dan keadilan, peran serta masyarakat dan dan keadilan, peran serta masyarakat dan 

akuntabilitas dengan memperhatikan potensi akuntabilitas dengan memperhatikan 

daerah; potensi daerah; 

L b. bahwa izin usaha perikanan yang tennasuk I b. bahwa izin usaha perikanan yang tennasuk I 

I KETERANGAN 



c. 

d. 

e. 

retribusi perizinan tertentu mempunyai potensi 

untuk dipungut rctribusinya; 

babwa pemungutan retribusi perpanjangan izin 

mempeketjakan tenaga ketja asing yang Jokasi 

ketjanya lintas kabupatenjkota, dilaksanakan 

oleb Pemerintah Pmvinsi sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tcntang 

Retribusi Pengat.uran Lalu Lintas dan Retribusi 

Perpanjangan lzin Mempeketjakan Tenaga 

Ketja Asing ; 

bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

perlu disesuaikan dengan p:!rkembar.gan 

peraturan perundang-undangan, 

perlu diganti; 

sehingga 

babwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, buruf 

b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan 

Pemturan Daerah tenta:1g Retibusi Perizinan 

Tertentu; 

Mengingat :I. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 

Tahun 1957 tentang Pembentukan Daemb­

daemb Swatantra Tingkat I Sumatem Bamt, 

Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang 

(Lembamn Negam Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 112, Tambaban Lembaran Negam 

2 

c. 

d. 

e. 

retri~usi penz1n~n tertentu mempunyai I 
potensi untuk dipungut retribusinya; I 
bahwa pemungutan retribusi perpanjangan 

izin mempeketjakan tenaga ketja asing yang 

lokasi ketjanya lintas kabupatenjkota, 

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) 

huruf a Pemtumn Pemerintah Nomor 97 

Tahun 2012 tentang Retribusi Ptongaturan 

Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin 

Mempeketjakan Tenaga Ketja Asing ; 

bahwa Pemturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu 

perlu disesuaikan dengan perkembangan 

peratumn perundang-undangan, sehingga 

perlu diganti; 

bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

menetapkan Pemtumn Daerah tentang 

Retnousi Perizinan Tertentu; 

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-U~dang Darumt Nomor 

19 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Daerah-daemb Swatantm Tingkat I 

Sumatera Bamt, Jambi dan Riau Sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negam Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

3 

Republik Indonesia Nomor 1646); ---~---------

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang I' 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 2. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ' 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 

tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tah>Jn 1996 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3647); 

Undang-Undang Nomcr 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakeljaan '(Lembaran Negara 

RepuLlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik ~-
Indonesia Nomor 4279); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tabun 2003 

Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 4286); 

Nomor 47, 

Republik 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Ntgara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tmnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1646); 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 

tentang Perairan Indonesia (Lembaran 

Negara Republik lnd<'nesia Tahun 1996 

Nome!" 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3647); 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakeljaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 427Q); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

l 
I 



I 
I 
! 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan I 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2oo4T. 
I 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tentang Perikanan (Lembaran Negara I 

4443), sebagrumana telah diubah dengan Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 118, 

Undang-Undang Nomor 45 Tabun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Indonesia Nomor 4443), sebagaimana telah 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diubab dengan Undang-Undang Nomor 45 

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun Tabun 2009 tentang Perubaban Atas 

2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

Republik Indonesia Nomor 5073); tentang Perikanan (Lembaran Negera 

o U d U d N 32 T • 2004 Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 154, 
u. n ang- n ang 1 ornor aJ1Un 

P · tah D rah ba · Tambahan Lembaran Negara Republik tentang emenn an ae , se gaunana 

lab di bah hebe kal. te-'·'-'- d Indonesia Nomor 5073); te u mpa 1, utA . .ILU engan 

Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 8. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 

tentang Perubaban Kedua Atas Undang- tentang Pemerintahan Daerah, sebagajmana 

Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Ielah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Tambahan Lembaran Negara Republik Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Indonesia Nomor 4844); Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

9 U da U d N 17 Tah 2008 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

. n ng- n ang omor un 
tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik 

lnd · Tab 2008 N 64 T bah Indonesia Nomor 4844); onesta un omor , am an 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9. Undang-Undang Nomor I7 Tabun 2008 

4849); tentang Pelayaran (Lembaran Negara 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia _Nomor 5038); 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nom or I I 2, 



,. 
I 
i 
; 
I 
I 
I 
I 

I I. Undang-Undang Nomcr 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5025); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

{Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 

2009 Nom or I 30, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomo;· 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Per::.turan Perundang­

undanga."l (Lembaran Negara Republik 

indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

14. 

15. 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3527); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

KabupatenfKota (Lembaran Nega;a Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 
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Tambahan Lcmbaran Negara Republik I 
lndonesm Nomor 5038); 

I I. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tePtang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Caerah 

~Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 

2009 Noreor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-lJndang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahar. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

14. 

15. 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 

tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

· Republik Indonesia TahLn 1993 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3527); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pemoagian Urusan 

Pemerintahan 

Pemerintahan 

an tara 

Daerah 

Pernerintah, 

Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah KabupatenfKota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

-l 
i 



16. 

17. 

18. 

19. 

Peraturan Pemerintah Nornor 69 I 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian i 
dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak I 

' Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran I 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor j 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik l 
Indonesia Nomor 5161 ); 

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pengaturan La!u Lintas Dan 

Retribusi Perpanjangan lzin Mempekeijakan 

Tenaga Keija Asing tLembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan 

Lembaran Negar'd Republik Indonesia Nomor 

5358); 

Peraturan Menteri Tenaga Keija dan 

Transmigrasi Nomor : Per.02fMen/lll/2008 

tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Keija 

Asing; 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat; 

' 

6 

16. 

17. 

18. 

2007 Nomor 82, Tambah'm Ler:abaran \ 
. I 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737); 1 

Peraturan Pemerintah Nomor 691 

Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian I 
dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak J 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5161); 

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 20121 

tentang Retribusi 

Dan Retribusi 

Pengaturan Lalu 

Perpanjangan 

Lintas 

lzin 

Mempekeijakan Tenaga Keija Asing 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran' 
I 

Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 

Peraturan Menteri Tenaga Keija dan 

Transmigrasi Nomor : Per.02/Men/III/2008 

tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga KeJja 

Asing; 

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 

Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Orang Dl Jalan Dengan 

Kendaraan Umum; 

20. Peraturan Menterl Kelautan dan 

Perikanan Nomor 30Tahun 2012 tentang 

Usaha Perikanan Tangkap Di Wllayah 

Pengelolaan Perikanan Republik 
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I 
------------ ~- -- ---- Indonesia; l 

] l 
l 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat I 
j Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyidik I 

Dengan Pcrsetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA 
BARAT 

dan 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

MEMUTUSKAN 

j Pegawai Negeri Sipil di Lingkur.gan 

t Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 1 
I -

I 
Dengan Persetujuan Bersarna 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVJNSI SUMATERA 
13ARAT 

dan 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI j Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 

PERIZINAN TERTENTU PERIZINAN TERTENTU 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

L 

2. 

3. 

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat. 

Gubemur adalah Gubemur Sumatera Barat. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

L Daerah adalah Provinsi Sumatera- Barat. 

2. 

3. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat. 

Gubemur adalah Gubemur Sumatera Barat. 



j4. 

5. 

I 
16. 

7. 

8. 

Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang )4. 
merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, perseroan komanditer, perseroan la.innya, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi masa, orgar>isasi sosial politik atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan la.innya 

termasuk ko"trak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Retribusi Daerah yang sellll\iutnya disebut Retribusi adalah l 5. 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan. 

Perizinan Tertemu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 1 6. 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Usaha Perikanan adalah semua usaha menangkap ikan atau 17. 
membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, 

mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan 

komersial. 

Usal1a Penangkapan Jkan adalall kegiatan untuk memperoleh 1 8. 

8 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang j 
merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha ,. 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan koDlanditer, perseroan I 
lainnya, badan usaha millk negam (BUMN) atau badan 

usaha mflik c!aerah (bumd) dengan nama dan dalam I 
bentuk apapun, finna, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi mass, 

organisasi sosfal politik atau organisasi lainnya, Jembaga 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungiltan daerah sebaga.i pembayaran atas jasa atau 

pemberian lZin tertentu yang khusus disediakan danjatau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan. 

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana atau fasilital' tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Usaha Perikanan adalah semua usaha menangkap ikan atau 

membudidayakan ikan, tennasuk kegiatrr..• menyimpan, 

mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan 

komersial. 

Usaha Penangkapan lkan adalall kegiatan untuk 
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ikan dengan alat atau cara apapun, tcrmasuk kcgiatan yang J ~me~p~rolch ikan de~gan ala! a tau car:1 apapun, ter.nasuk I -----~ 
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, I kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, I 
mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau 

komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan mengawetkannya untuk tujuan k:,mersial di perairan yang ! 
pembudidayaan. tidak tumasuk dalam kawasan pembudidayaan. 

9. Usaha Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk 9. 

memelihara, membesarkan, danfatau membiakkan ikan, 

serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, 

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 

memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 

menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya untuk 

tujuan komersial. 

10. Surat lzin U""ha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, 110. 
adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan 

perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan 

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin 

tersebut. 

I L Surnt lzin Penangkapan lkan, yang selanjutnya disebut SIPI, I 1 L 

adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap lropal perikanan 

untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari SIUP. 

12. Surat lzin Kapal Pengangkut lkan, yang selanjutnya disebut I 12. 

SIKPI, adalah izin tertulis yang hams dimiliki setiap kapal 

perikanan untuk melakukan penganglrutan ikan. 

13. Surat lzin Usaha Pembudidayaan lkan, yang selanjutnya 

Usaha Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk 

memelihara, membesarkan, danfatau membiakkan ikan, 

serta mcmanen hasilnya dalam linglrungan yang terkontrol, 

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 

memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 

menangaui, mengolah daniatau mengawetkannya untuk 

tujuan komersial. 

Surat Jzin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, 

adalah izin tertulis yang hams dimiliki perusahaan 

perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan 

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin 

tersebut. 

Surat Izin Penangkapan lkan, yang selanjutnya disebut SJPJ, 

adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal 

perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 

Stu-at Izln Kapal Pengangkut lkan, yang selatiJutnya 

disebut SIKPJ, adalah Wn tertnlls yang hams dlmill!d 

setisp kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan 

ikan. 

disebut SJUPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki 13. Surat lzin Usaha Pembudidayaan Ikan, yang· selruljutnya 

pcrusahaan perikanan untu~ melakukan usaha perikanan disebut SJUPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki 

dengan menggun~ sarana produksi yang tercantum dalam pcrusaltaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan 

dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum 



14. 

izin tersebut. 

Surat lzin Kapal Pengangkut Pembudidayaan 

selanjutnya disebut SIKPPI, adalah izin tertulis 

dimiliki setiap kapal perikanan untuk 

pengangkutan ikan. 

-- r 
I 

i 
Jkan, yang 1 14. 

yang harus I 
me!akukan 
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dalam izin tersel:>uL. 

Surat lzin Kapal Pengangkut Pembudidayaan Ikan, yang 

selanjutnya disebut SIKPPI, adalah izin tertulis yang 

harus dimilild setiap kapal perikanan untuk melakukan 

pengangkutan ikan. 

15. Kapal Penangkap lkan adalah kapal yang secara khusus I 15. Kapal Penangkap lkan adalah kapal yang secara khusus 

dipergunakan untuk menagkap ikan termasuk menampung, 

menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan. 

16. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk peiayanan JI6. 

jasa angkutan orang baik di darat maup•m di perairan yang 
1 

mempunyai asal dan tujuan peJjalanan tetap, lintasan tetap, 

jadwal tetap danjatau tidak teJjadwal. 

dipergunakan untuk menagkap ikan termasuk menampung, 

menyimpan, mendinginkan a tau mengawetkan. 

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan 

jasa angkutan orang baik di darat maupun di perairan yang 

mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, Jintasan tetap, 

jadwal tetap<ianjatau tidak teJjadwal. 

17. Kartu Pengawasan adalah merupakan turunan dari izin trayek I 17. Kartu Pengawasan adalah merupakan turunan dari izin 

atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor. trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor. 

18. izin trayek adalah ijin yang diberikan kepada setiap kendaraan I 18. lzin trayek adalah ijin yang diberikan kepada setiap 

umum untuk melayani trayek atau Jintasan jasa angkutan baik 

di darat maupun di perairan 

kendaraan umum untuk melayani trayek atau Iintasan jasa 

angkutan baik di darat maupun di perairan 

19. Tenaga KeJja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah I 19. Tenaga KeJja Asi..-tg yang selanjutnya disingkat TKA, adalah 

20. 

21. 

warga· negam asmg pcmegang visa dari pemerintah Republik 

Indonesia dengan maksud bekeJja diwilayah Indonesia. 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan I 20. 

perizinan usaha perikanan, Izin trayek di Sumatera Barat dan 

Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga KeJja Asing. 

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang 

warga negam asing pemegang visa dari pemerintah Republik 

Indonesia dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia. 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas 

pelayanan perizinan usaha pcrikanan, Izin trayek di 

Sumatera Barat dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing. 

menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diw~ibkan I 21. W~ib Retribusi Daerah 11dalah orang pribadi atau badan 

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 

dan atau pemotong retribusi tertentu. 

yang . menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
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term"-5Uk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu. 

1

,,- Sural Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnv<> disingkat 

SKRD, adalah Sural Ketetapan retnbus1 )·ang menentukan 

besarnya jumlah pokok retribus1 yang terutang. 

Sural Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDL.B, adalah Surat Ketetapan 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang s.,lanjutnya 

disingkat SKRD, adaiah Sural Ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi karena jumlah !credit retribusi lebih besar daripada 

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

23. Surai Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi karena jumlah J<redit retribusi Iebih besar daripada 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

25. 

26. 

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi I 
24

_ 

danfatau sanksi administrasi berupa bunga danfatau denda. 

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang 

digunakan. 
25. 

Pen}'idikan tindak pidana di Bidang Retribu~i Daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari I 
26

_ 

·serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 

27. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang sel<>njutnya disebut 

pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan Iainnya 

yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau I 
27

_ 

imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya. 

28. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya 

retribusi yang terutang ato.u seharusnya tidak terutang. 

Sural Tagihatl Retribusi Daerah yang aelanjutnya disingkat 

STRD adalah sural untuk melakukan tagihan retribusi 

danfatau sanksi administrasi berupa bunga danfatau 

denda. 

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang 

selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan 

oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi 

yang digunakan. 

Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya. 

Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut 

pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan 

laimlya yang mempekerjakan . Tenaga Ketja Asing dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk uang atau 

dalam bentuk Iainnya: 

~-------, 
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I 
disingkat "IMTA adalah izin tertulis •mtuk mempekeJj&kan 28. lzin MempekeJjakan Tcnaga Kcrja Asing. yang selanjutnya ! ------
tenaga kerja asiug yang diberikan oleh Menteri atau pejabat disingkat IMTA adalah izin tcrtulis untuk mcmpckeJjakan i 

' yang ditunjuk kepada pemben keJja Tenaga Kerja Asing. tenaga kerja asing yang dibcrikan oleh Mcnteri atau pejabat I 
29. 

. 
1 

TA dalah . . . t 
1
. yang ditunjuk kepada pemberi keJja Tenaga Kerja Asing. 

1 
PerpanJangan M a perpanJangan JZrn ertu 1s yang 

diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk Kepada 29. Perpanjangan Izin Mempekeljakan Tenaga Kelja Asing 1 

Pemberi KeJja Tenaga Kelja Asing. selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah 

perpanjangan izin tertulis yang diberikan oleh Gubernur 

atau Pejabat yang ditunjuk Kepada Pemberi KeJja Tenaga 

30. Kas Daerah adalah Kas Peme>intah Provinsi Sumatera Bara•. 

BAB II 

JENIS RETRIBUSI 

Pasal2 

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu tenliri dari : 

a. Retribusi Izin Usaba Perikanan; 

b. Retribusi Izin Trayek; dan 

c. Retribusi Perpanjangan Izin MempekeJjakan Tenaga KeJja Asing. 

BAB III 

RETR!BUSI IZIN USAHA PERIKANAN 

Bagian Kesatu 

Nania, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal3 

Dem~an nama Retribusi Izin Usaha Perikanan_dipungut retribusi 

KeJja Asing. 

30. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat. 

BAB II 

JENJS RETRIBUSJ 

Pasal2 

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : 

a. Retribusi Izin Usaha Perikanan; 

b. Retribusi -Izin Trayek; dan 

c. Retribusi Perpanjangan IMTA. 

BJ'.B III 

RETRIIJUSI IZIN USAHA PERIKANAN 

Bagian Kesatu 

Nania, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal3 

·----, 
' l 
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Dengan natna Retrlbusi lzin Usaha Perikanan dipungu! retribusi~~ 
sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan. 1 

,------- ·-·---------

i se!Jagai pembayaran atas pemberian izin usaha perik 
' 

I 

. I I Pasal4 Pasal4 
i 
I {I) Objek Retribusi jzin Usaba Perikanan adalah pemberian izin {I) Objek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah pemberian izin 

kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan 

usaha perikanan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi: 

kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan 

usaha perikanan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi: 

a. usaha perikanan; 
o. usaha penangkapan ikan; 
c. usaha kapal pengangkutan ikan; 
d. usaba pembudidayaan ikan;dan 
e. usaha kapal pengangkutan pembudidayaan ikan. 

Pasa!S 

a. usaha perikanan; 
b. usaba penangkapan ikan; 
c. usaha kapal pengangkut ikan; 
d. usaha pembudidayaan ikan;dan 
e. usiilia kapal pengangkut pemb!tdidayaan ikan. 

(2} lzin sebagai11UVla dimaksud pada ayat (1} diberikan 
untuk kapal dengan ukuran 10 s.d 30 GT. 

Pasa!S 

Subyek Retribusi Izin Usaba Perikanan adalah oran. g pribadi atau I Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau 

Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah Badatl yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah 

daerah. daerah. 

Pasal6 Pasal6 

Wajib Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Wajib Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau 

Badan pemilik perusahaan usaha perikanan, usaha penangkapan Bad'll pemilik perusahaan usaba perikanan, usaha penangkapan 

ikan, usaha pengangkutan ikan, usaha pembudidayaan ikan dan ikan, usaha pengangkut ikan, usaha i>embudidayaan ikan dan 

usaha kapal pengangkutan pembudidayaan ikan. usaha kapal pengangkut pembudidayaan ikan. 



Bagian Kedua 

Cara Mengukur 

Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 7 

... ------! ---· ----

i 
' 

I 
i 
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- ·~- ··-----~ --~---------

Bagian Kedua 

Cara Mengukur 

Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal7 

i Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuen~i penerbitan J Tingkat penggunaan 

1 izin, jenis usaha budidaya danfatau penangkapan ikan, serta sarana j penerbiU!n izin, jenis 

Jasa 

usal"la 

dihitung 

budidaya 

berdasarkan fTekuensi 

danfatau penangkapan 

dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan ikan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam 

monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perika;1an meJakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam 

di wilayah daerah. pene::bitan izin usaha perikanan di wilayah daerah. 

Bagian Ketiga Bagian Ketiga 

Priusip Penetapan Tarif Retribusi Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 8 Pasal 8 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi lzin Usaha I (11 

Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian 

atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud I (2} 

pada ayat (1} meliputi penerbitan dokumen izin, pembinaan 

dan pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 

penatausahaan, dan biaya dan:pak negatif dari pemberian izin. 

Bagian Keempat 

Struktur dan Besara., Tarif Retribusi 

Pasal 9 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jzir, 

Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup 

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian 

izin yang bersangkutan. 

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagalmana 

dimaksud pada ayat (l} meUputi penerbitan dokumen 

izin, pembinaan dan pengawasan di lapangan, 

penegalmn hukum, penatausahaan, dan biaya dampak 

negatif dari pemberian izin. 

Bagian Keempat 

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi 

Pasal 9 

(1) Struktur Retribusi Perizinan Usaha Perikanan terdiri dari: 

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP}; 

(1) Struktur Retribusi Perizinan Usaha Perikanan terdiri dari: 

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 
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,----~------·-·-· I b. Sural lzin Penangkapan lkan (SIP!); b. Sural lzin Penangkapan lkan (SIP!); 

c. Surat lzin Kapal Pengangkut lkan (SIKPI); 

d. Sural lzin Usaha Perikanan Pembudidayaan lkan (SIUPPI); 

dan 

e. Surat lzin Kapal Pengangkut Pembudidayaan lkan (SIKPPI); 

c. Surat lzin Kapal Pengangkut Jkan (SIKPI); 

d. Sural lzin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan 

(SIUPPI); dan 
I 

lkan' 

1 (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak I {2) 

dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

e. Sural lzm Kapal Pengangkut Pembudidayaan 

(SIKPPI}, I 
Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak . 

dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini. j I (3) 

i 

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diterbitkan 'Jleh 
I 

Gubernur. 1 (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

oleh Gubernur. 

Bagian Kelima 

Masa Retribusi 

Pasal w 

Masa Retribusi lzin Usaha Perikanan sesuai dengan kewenangan 

provinsi sebagai berikut: 

' 

Bagian Kelima 

Masa Retri!msi 

Pasal 10 

Masa Retribusi lzin Usaha Perikanan ditetapkan sesuai dengan 

kewenangan provinsi sebagai berikut: 

a. SJUP dengan kapa! ukuran di atas 10 s.d 30 GT masa I c. Masa retribusi SIUP selama 20 Tahun. 

retribusi selama 20 Tahun. 

b. SIP! dengan kapal berukuran di atas 10 s.d 30 GT dcngan 

d. Masa retribusi SIPI selama 1 tahun sesuai dengan alat 

tangkap yang digunakan. 

masa retribusi selama I tahun sesuai dengan alat tangkap ' c. Masa retribusi SIKPI selama 1 tahun. 
yang digunakan. 

c. SIKPI dengan ukuran kapal di atas 10 GT-30 GT, masa 

retribusi seiama 1 tahun. 

d. SIUPPI, masa retribusi selama I Tahun. 

e. SIKPPI dengan ukuran kapal di atas 10 GT sampai dengan 30 

d. Masa retribusi SIUPPI selama 1 Tahun. 

e. Masa retribusi SIKPPI selama 1 Tahun. 

-l 
I 
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I--
GT, masa retribusi selama I Tahun. ---~~·-- -- -- - ! --· I 

1 
' ! 
I I I. ~ ~~ - -- - BAB IV--- BAB IV --- - -- --- -~ 

RETRIBUSJ IZIN TRAYEK RETRIBUSIJZ!N TRAYEK . j 
Bagian Kesatu Bagian Kesatu 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal II 

Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi sebagai 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal II 

Dengan nama Retribusi lzin T.-ayek dipungut retribusi sebagai _ 

I 

1

- pembayaran atas pemberian izin trayek untuk menjalankan usaba 

angkutan penumpang umum di dar at. 

I 

pemb,._yaran atas pemberian izin trayck untuk menjalankan I 
usaha angkutan penumpang umun: di jalan. 1 

Pasal 12 Pasal12 

(I) Obyek Retribusi lzin Trayek adalah ~mberian izin kepada orang 'I (1) Obj;,k Retrib~si !zin Trayek adalah pembe~an ;zin kepada 

pribadi atau Badan untuk menyedrakan pelayanan angkutan orang pnbadt atau Badan untuk menyedtakan pelayanan 

penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu 

dan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek. 

(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Kartu Pengawasan setiap kendaraan yang dioperasikan 

sebagai angkutan umum. 

Pasal 13 

angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa 

trayek tertentu dan angkutan penumpang umum tidak dalam 

trayek. 

(2) Objek Retn"busi sebagaintana dimaksud pada ayat (1) 

diirenakan pada saat diterbitkan Kartu Pengawasan untuk 

setiap kendaman yang dioperasikan sebagai '-ngkutan 

umum. 

Pasa113 

Subye'k Retrib~~i Jpn Trayek a~al~ orang pribadi. atau Badan yang,_ Subjek Retribusi lzi~. Tiayek ;1dalah o~g pribadi a tau Bad an 

mendapatkan 1Z1I1 trayek yang dtbenkan oleh pemenntah daerah. yang mendapatkan tzm trayek yang dtbenkan oleh pemerintah 

I 
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~--·~-----~ - .. ·r-·----- ··--·· 
, daerah. ,--·-

1 . . I 
Pasal 14 I Pasal 14 I 

1 Wajib Retribust lzin Trayek adalah orang pribadi atau Badan pemilik Wajib Retribusi lzin Trayek adalah ora1'1g pribadi a tau Badan 

perusahaan angkutan umum pada trayek tertentu dan tidak dalam pemilik perusahaan angkutan umum pada trayek tertentu dan 

trayek. tidak dalam trayek. 

Bagian Kedua Bagian Kedua 

Cam Mengukur Cara Mengukur 

lingkat Penggunaan Jasa Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 15 I Pasal 15 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penerbitan Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi 

izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang digunakan penerbitan izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang 

dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta 

dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah. pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah. 

Bagian Ketiga I Bagian Ketiga 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 16 I Pasal 16 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin I ( 1) 

Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 

seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

· bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud I 121 
pada ayat (1) meliputi, penerbitan dokumen izin, pengawasan 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin 

Trayek didasarkan pada tujuan untuk. menutup sebagian 

atau seluruh biaya penyele.nggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan. 

Biaya penyelenggaraan pemberlan tzin sebagaimana 



di lapar.gan, penegakan hukum, pcnatausahaan dan biaya 

darnpak negatif dari pembcriau izin terscbut 

18 

--~;;.ak~d pada ayat (1} meliputi: penerbiian d,;~,;;;;~T 

izin, survey lapangan, pembinaan, pengendalian dan J 

' pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 

penatausahaan dan biaya dampak negatif dari 

pemberian izin. 

Bagian Keempat Bagian Keempat 

Pasal 17 I Pasal 17 ' 

( 1 J Struktur Retribusi Jzin Trayek berdasarkan : · (1) Struktur Retrib.Jsi Jzin Trayek terdiri dari: 

(2) 

a. biaya survey lapangan; 

b. biaya transportasi dalam pcngendalian dan pengawasan; 

dan 

c. biaya pembinaan. 

Be=ya tarif Retribusi lzin Trayek sebagaimana tercantum 1 (2) 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan 

dengan Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kelima 

Masa Retribusi 

Pasal 18 

a. Kartu pengawasan lzJn Tmyek Antar Kota Dalam 

Provin!'<i dan Angkutan Khusus; 

b. Kartu Pengawasan Izin Operasi Angkutan Taxi, 

Angkutan Sewa; dan 

c. lzin Insidentil untuk semua jenis kendaraan. 

Besarnya tarif Retribusi Jzin Trayek sebagaimana tercantum 

dalam Jampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan 

dengan Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kelima 

Masa Retribusi 

Pasal I8 

Masa Retribusi Jzin Trayek adalah selama I (sate] tahun yang I Masa Retribusi Jzin Trayek adalah selama I (satu) tahun yang 
dipungut setiap penerbitan Kartu Pengawasan. dipungut setiap penerbitan Kartu Pengawasan. 

----------------------------. 
i 
\ 
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BAB V 

RETRIBUSI i'ERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN 

TENAGA KERJA ASING 

Bagian Kesatu 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 19 

! 

I 

19 

---- ~----·-------

BABV 

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN 

TENAGA KERJA ASING 

Bagian Kesatu 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 19 

-r--
1 

I 

Dengan nama Retribusi P"rpanjangan IMTA dipungut retribusi I Dengan nama RetTibusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi 

, sebagai pembayaran atas perpanjangan izin mempekerjakan tenaga / sebagai pemba:,·aran atas perpanjangan IMTA. 

j kerja asing. J 
' I 
I I I Pasal 20 I Pasal20 

j (I) Objek Retribusi IMTJI. adalah pemberian perpanjangan IMTA (I) Objek Retribusi IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA 

i kepada pemberi kerja TKA. kepada pemberi kerja TKA. 

' I. ! (21 Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak. (21 Pemberi keJja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak 

I tennasuk: l tennasuk: , 

a. instansi pemerintahfpemerintah daerah; 

b. peiWakilan negara asing; 

c. badan-bad&n intemasional; 

d. lembaga sosial; 

e. lembaga keagamaan; dan 

f. jabatan-Jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 

Pasal 21 

Subyek Retribud IMTA yaitu pemberi kerja TKA yang memperoleh 

izin dari pemerintah daerah untuk mempekerjakan TKA. 

Pasal 22 

a. instansi pemerintah/pemerintah daerah; 

b. peiWakilan negara asing; 

c. badan-badan intemasional; 

d. lembaga sosial; 

e. Iembaga keagamaan; dan 

f. jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 

Pasal 21 

Subjek Retribusi JMTA yaitu pemberi kerja TKA yang mempcro1eh 

izin dari pemerintah daerah untuk mempekerjakan TKA. 

Pasal22 
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---· -

! \Va1ib l<etribusi Perpanjangan JMTA yaitu orang pribadi atau Badan Wajib Retribusi Perpanjangan JMTA vaitu orang oribarli- atau ~~--~ . . I 
: p~mberi kerJa TKA. Badan pemberi kerja TKA. 

Bagian Kedua 

Cara Mengukur 

Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal23 

Bagian Kedua 

Cara Mengukur 

Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal23 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah TKA yang I Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah TKA yang 

diizinkan untuk p .. da "'itu jenis usaba dalam wilayah daerab. diizinkan untuk satu jenis usaha dalam wilayah daerab . 

. Bagian Ketiga 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 24 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi I (1) 

Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutupi 

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin 

yang be>sangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud I (2) 

pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan 

di lapangan, penegakan hukum, penatausabaan, dan biaya 

dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 

Bagian Keempat 

Stntkfur dan.Besamya:Tarif Retribusi 

Bagian Ketiga 

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi 

Pasal 24 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk 

menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 

p~berian izin yang bersangkutan. 

Blaya penyelenggaraan pemberian fzin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen 

izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, 

penatausahaan, dan bfaya dampak negatif dart 

perpanjangan IMTA, serta keglatan pengembangan 

keahlien dan keterampilan tenaga kelja lvkal. 

Bagian Keempat 

Struktur dan Besamya Tarif Retribusi 

----~ 

! 
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I Pasal 25 Pasal 25 l 

I (I) Struktur Retribusi Pcrpanjangan IMTA adalah berdasarkan 1 I! 

jumJah TKA yang dipekeljakan dan Jamanya bekelja. 

! 
Slruktur l~etribusi Pcrpanjangan IMTA adalah berdasarkan I! 

i JUmlah TKA yang dipekcljakan dan Jamanya bekelja. 

I !21 

I 
Resarnya tarif Retribusi Pcrpanjangan IMTA sebagaimana I {2) 

tercantum dalam Jampiran yang merupakan bagian tidak 1 

Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana 

tercantum dalam Jampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Baeian Kelima Bagian Kelima 

Masa Retribusi Masa Retribusi 

~~ I ~~ 

Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalllh l(satu) bulan atau I J Masa Retribusi Perpa;1jangan IMTA adalah l(satu) bulan atau l 

(satu) tahun. / (satu) tahun. 

I 
BABVl BABVl 

WILAYAH PUNGUTAN WILAYAH PUNGUTAN 

Pasal 27 Pasal27 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat I Retribusi )ang terutang dipungut di wilayah daerah tempat 

pelayanan diberikan. pelayanan diberikan. 

BABVll BABVll 

PENINJAUAN TARIF RETRJBUSJ PENJNJAUAN TARJF RETRIBUSI 

Pasal28 Pasal28 

(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lan1a 3 (tiga) tahun I (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling Ian1a 3 (tigaJ 

--~ 

I 



sekali 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dunaksud pad a ayat (I) 

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

pcrkemba11gan perekonornian. 
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tahun sekali 

(2) Peninjauan tarif Ret•ibusi scbagaimana dimaksud pada ayat 

(I) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian. 

i (3) Perubahan tmif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif I (3) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Gubemur. 

Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat pemnJauan tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Gubemur. 

BAB VIII 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 29 

Retribusi terutang tetjadi pada saat diterbitkannya SKRD. 

BABIX 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRJBUSI 

Pasal 30 

(1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD. 

1 BAB VIII 

SAAT RETRIBUSJ TERUTANG 

Pasal 29 

1 Retribusi terutang tetjadi pada saat diterbitkannya SKRD. 

BABIX 

TATA CARA PENDAFTARAN DP..N PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal 30 

(I) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD. 

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus diisi I (2) SPdORD sebzgaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

dengan jelas, benar dan Iengkap serta ditandatangani oleh Wajib 

Retribusi atau kuasanya. 

(3) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib ~etribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek 

Retribusi. 

dengan jelas, benar dan Jengkap serta ditandatangani oleh 

Wajib Retribusi atau kuasanya. 

(3) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) rnerupakan bukti pendaftaran objek 

Retribusi. 

(4) Ketentuan 1ebih Janjut mengenai bentuk, isi serta tata cara I (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara 

I 



pengismn dan penyampaian SPdORD sebagaimana 

pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Gubemur. 

Pasal 31 

dimaksud r~ 
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pengisian dan penyampaian SPdORD sebag;;imana dim'lksud I 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 31 I 
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1) ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

I 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 I 
ayat (1) ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

{2) Ketentuan lebih lanjut meJ•genai bentuk, isi dan penerbitan I (2) 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

1 dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan penerbitan 

SKRD atau <iolmmen lain yang dipersamakan sebag<Umana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubemur. 

I 

1- BARX I BABX -

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN 

Pasal 32 

j (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
I 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN 

Pasa132 

(I) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan 

dokumen lain yang dipersamakan. 

SKRD a tau 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan I (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan 

Re•J:ibusi diatur dengan Peraturan Gubemur. 

Pasal33 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari 

sejak diterbitkannya SKRD atau doktimen lain yang 

dipersamakan. 

Retribusi diatur dengan Peraturan Gubemur. 

Pasal33 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang di1Una$i. paling lama 15 (lima belas) 

hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
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I ::: 
Seluruh penerimaan Retribusi disctorkan ke Kas Daerah. (3) Seluruh penerimaan Retribusi disetorkan ke '<as Daerah. 

~--

! 
I 

Gubemur atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukar. dapat memberikan persetujuan 

kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau Menunda 

pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % 

(dua ;>ersen) setiap bulan. 

(4) Gubemur 

memenuhi 

atas permohonan Wajib 

persyaratan yang ditentukan 

Retribusi setelah ' 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 

penyeturan, tempat pembayaran retribusi diatur dengan 

Peraturan Gubemur. 

BABXI 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 34 

dapat memberikan 

persetujuan kepada Wajib Rt:tribusi untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pem bayaran, 

penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan 

Peraturan Gubemur. I 

BABXI 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal34 

(I) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang (I) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang 

membayar Retribusi terutang sampai saat jatuh tempo membayar Retribusi terutang sampai saat jatuh tempo 

pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), 

Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2), Gubernur atau pejabat Pasal I7 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2), Gubernur atau 

yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi pejabat yang ditunjuk dapat melal<sanakan penagihan atas 

yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang 

sejenis. 

(2) Pengeluaran STRD atau sumt lain yang sejenis sebagai awal 

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 

setelab 7 (t~uh) bari sejak jatuh tempo pembayaran. 

Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau 

surat lain yang sejenis. 

(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal 

tindakan pelaksanaan penagihan retalmsi dikeluarkan segera 

setelah 7 (t~uh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau s1;1rnt lain I {3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat 

yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi barus melunasi lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi barns melunasi 

l 
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retribusinya yang teru tang. ~--r-;;tribusinya y;;_;;g teru~ang. 
' 

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat I (4) 

(1) didahului dcngat• surat teguran. 

Penagihan Rctribusi tcrutang scbagaimana dimaksud 

ayat (J I didahuJui dengan surat teguran. 

pad a 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubemur. 

BAB XII 

KEDAUJWARSA PENAGIHAN 

Pasal 35 

(1) P.ak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kedaluwarsa sete)ah melampcui waktu 3 (tiga) tahun terhitung 

sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jilm wajib retribusi 

melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

: 
(51 Kctentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubemur. 

(1 I Hak untuk 

kedaluwarsa 

BABXJI 

KEDALUWARSA PENAGiHAN 

Pasal35 

melakukan penagihan Retribusi menjadi 

setelah melampaui waktu 3 (tigal tahun 

terhitung sejak saat t'!rutangnya retribusi, kecuali jika wajib 

retribusi melakukan tindak pidana di bidang ret.ribusi. 

(21 Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada I (2) 

ayat (1) tertangguhjika: 

Kedaluwarsa per!agihan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I I tertangguh jika : 

a. diterbitkan surat teguran; atau 

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajjb rctribusi. 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 

tanggal diterimanya surat teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (21 huruf b adalah wajib retribusi dengan 

kesadarannya menyatakan masi.'I mempunyai utang retribusi 

dan bclum melunasinya. 

(5) pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2! huruf b dapat diketahui dari pengajuan 

a. diterbitkan surat teguran; atau 

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi. 

(31 Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (21 huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 

tanggal diterimanya surat teguran tersebut. 

(41 Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (21 buruf b adalab wajib retribusi dengan 

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi 

dan belum melunasinya. 

(51 pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dapat diketahui 

I 
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permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan j dari pengajuan perrnohonan angsuran atau penundaan 

perr.:tohonan keberatan oleh wajib rctribusi. I pembayaran dan perrnohonan keberatan oleh wajib retribusL 

Pasal 36 I Pasal 36 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk I (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus. untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

(2) Penghapusan piutang Rctribusi yang sudah kedaluwarsa 
dihapus. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan I {2) Penghapusan pi~tang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 

Keputusan Gubemur. sebagrumana dtmaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 

Keputusan Gubemur. 

BABXlll 

PENGURANGAN, KERJNGANAN DAN PEMBEBASA!'I RETRJBUSJ 

Pasal37 

BAB XJ!I 

PENGURANGAN,KERJNGANAN DAN PEMBEBASAN RETRJBUSI 

Pasal 37 

(1) Gubemur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan I (I) Gubemur dapat _me"_Jberikan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan Retribusi. pembebasan Retiibust, 

(2) Pemberian pengurangan, kerin3anan dan pembebasan Retribusi I (2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 J dengan mcmperhatikan 

kcmampuan Wajib Retribusi. 

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (Ill (3) 

antara Jain diberikan kepada m&syarakat yang tertimpa bencana 

alam danfatau kerusuhan. 

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 

Retrii:msi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan 

memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. 

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa 

bencana alam danfatau kerusuhan. 

(4) Ketentuan Jebih Ianjut mengenai ~ta . cara_ pengurangan,, (4) Ket~ntuan 1ebih lanjut mengenai ~ta _cam, pengurangan, 
keringanan dan pembebasan Rembust dmtur dengan kennganan dan pembebasan Retiibust diatur dengan 
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Peraturan Gubernur. Peraturan Gubemur. 
' I 

~· BABXIV 

KEBERATAN 

BABXIV 

KEBERATAN 
--r 

Pasal 38 Pasal 38 

(I) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubemur I (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada 

. atau Pejabat yang ditunjuk. Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk. 

l {2) Keberatan diajukan secaxa terlu!is dalam bahasa lndonesitt I (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diajukan 

disertai alasan- alasan yang jelas. secarn tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan- alasan 

yangjelas. 

(3) Dalam hal WaJib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan {3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas 

Retribusi, Wl\.iib Retribusi hams dapat membuk<ikan ketidak ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi hams dapat 

benaran ketetapan Retribusi tersebut. membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut. 

(4) Keberatan hams diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (4) Keberatan hams diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 

(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat dipersamakan, kecuali apabila Wl\.iib Retribusi dapat 

menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi menunjukan bahwa jangka waktu terse but tidak dapat 

karena keadaan di Iuar kekuasaannya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai 

surat kebemtan, sehingga tidak dipertimbangkan. 

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai 

surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar I (6) 

Retribusi dan pelakeanaan penagihan Retribusi. 

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 

Pasal39 Pasa139 

(1) Gubemur waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat I (1) Gubemur dalam jangkft waktu paling lama 6 (enam) bulan 

l 

1 
I 
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I kebemtan diterima harus mcmberikan keputusan atas sejak tanggal surat kebe~at,;;;- ~~diterima harus ;nemberikan I l 
I
, keberatan yang diajukan. keputusan atas keberatan yang diajukan. I ' 

(2) Keputusan Gubernu~ atas keberatan dapat berupa menerima 

I seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya 

Retribusi yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah 

lewat dan Gubemur tidak memberikan keputusan, kebemtan 

yang diajukan dianggap dikabulkan. 

BABXV 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal40 

(2) Keputusan Gubcrnur atas keberatan sebagaimana dimaksud 

pal\a ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau 

sebagian, menolak atau menambah besamya Retribusi yang 

terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)1 

tclah lewat dan Gubcrnur tidak membcrikan keputusan, 

keberatan yang diajukan dianggap dika!:mlkan. 

BABXV 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 40 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat (1) Atas ke1ebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 

mengajukan permohonaTl pengembalian kepada Gubernur. mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur. 

(2) Gubemur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak (2) Gubemur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

diterimanya permohonan pengembalian kclebihan pembayaran sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

memberikan keputusan. harus memberikan keputusan. 

(3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah I (3) 

dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, 

pe1mohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap 

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) bulan. 

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2} 

telah dilampaui dan Gubemur tidak memberikan suatu 

keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi 

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam 

jangka waktu paling l~f:'.l (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi Jainnya, 

kelebihan pe~bayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

(4) Apabila Wajib. Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, 

kclebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
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I ayat (I), langsung diperhitungkan untuku melunasi terlebih I ayat (I), langsung diperhitungkan l!ntuk melunasi terlebih I 
dahulu utang Retribusi tersebut. I dahulu utang Retribusi tersebut 

{5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dila.lmkan dalam jangka waktu paling 

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan 

dilakukan setelah lewat jangka 

pembayaran Retribusi 

waktu 2 (dua) bulan, 

Gubemur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % {dua 

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 

Retribusi. 

Pasal41 

' 

{5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling 

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) • Apabila pengembalian kelebiban 

dilakukan setelah lewat jangka 

pembayaran Retribusi 

waktu 2 (dua) bulan, 

G<.~bemur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua 

persen) sebulan ata<> keteriamhatan pembayaran kelebihan 

Retribusi. 

Pasa141 

{1) Pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat {1) I {I) Pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat {I) 

diajukan secara tertulis kepada Gubemur dengan sekurang- diajukan secara tertulis kepada Gubemur dengan sekurang-

lrurangnya memuat : lrurangnya memuat : 

a nama dan alamat Wajib Retribusi; a. nama dan alamat Wajib Retribusi; 

b. besamya kelebihan pembayaran; b. besamya kelebihan pembayaran; dan 

c. alasan yang singkat dan jelas. c. alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Pennohonan peneembalian kelebihan pembayaran Retribusi I (2) Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman I (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman 

pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh 

Gubemur. 

Pasa142 

pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh 

Gubemur. 

Pasal42 

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan I (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan 
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mcnerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. \ menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. 
! l (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan i (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan 

dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (4), pembayaran dilaln;kan dengan cara 

pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku 

sebagai bukti pembayaran. 

u12ng Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

ayat (4), pembayaran dilalrukan dengan cara pemindah bukuan 

dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti 

pembayaran. 

BABXVI 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal43 

I 
I 

BABXVJ 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal43 

(1) Instans! yang melaksanakan pemungutan ~etribusi dapat diberi II (1) 

insentif atas dasar pencapaian ki!leija tertentu. 

lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat 

diberi msentif atas dasar pencapaian kineija tertentu. 

~2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)j (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BABXVII 

SANKS! ADMINISTRASJ 

Pasal44 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BABXVII 

SANKS! ADMJNISTRASI 

Pasal44 

Dalam hal Wajib Retribu«i tidak membayar tepat pada waktunya I Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya 

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang 

terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan 

STRD. 

BAS XVIII 

PENYIDIKAN 

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang 

terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan 

STRD. 

BABXVIII 

PENYIDIKAN 



I 
j (1) 

I 
I (2) 

Pasal 45 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di !ingkungan pemerintah I ( 1) 

dacrah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk 

mclakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, 

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Penyidik sebag-.illnana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat I 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah I (2) 

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturnn perundang-undangan. 
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Pasal 45 

Pejabat Pegawai Negcri Sipil tertentu 

pernerintah daerah diberikan wewenang 

di lingkungan 

khusus sebagai 

penyidik untuk melakukar. penyidikan tindak pidana 

dibidang Retribusi, sebagairnana dimaksud Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah Prjabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah 

daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

a. menerinla, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keternngan atau laporan berkenan dengan tindak pidana 

di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan 

tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 

atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

Retribusi; 

d. rnemeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang 

berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembuktian pencatatan dan dokumen lain, serta 

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau Iaporan berkenan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. rneneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana 

di bidang Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lair. yang 

berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan 

bukti pernbukuan pencatatan dan dokumen lain, serta 
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I f_ meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan I -n melakukan penyita<'n terhadap bahan bukti tersebut; 

I tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi; I! , · b hl. d 1 

I 

! . mem1nta antuan tenaga a J a am rangka 

menY'.Iruh berhenti danjatau melarang seseorang I pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Retr;busi; 
g. 

h. 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda danjatau dokumen yang dibawa; 

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 

Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyelidikan; dan jatau 

k. melakukan tinrtakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. menyuruh berhenti danjatau melarang sesecrang 

meninggalkan ruangan atau •empat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda danjatau dokumen yang 

dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

J. menghentikan penyelidikan; dan jatau 

I (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pacta ayat (I) memberitahukan k. melakukan tindakan Jain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 

penyidikannya kepada 

Pejabat Polisi Negara 

ketentuan yang diatur 

Pidana. 

Penuntut Umum melalui Penyidik 

Republik Indonesia, sesuai dengan 

dalam Undang-Undang Hukum Acara 

BABXIX 

KETENTUAN PIDANA 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 

hasil penyidikarlilya kepada Penuntut Umum melalui 

Penyidik Pejabat Polisi Negara R"publik Indonesia, sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. 

BABXIX 

KETENTUAN PJDANA 



~--- - - --- ----- ~--~ -- ---

Pasal46 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ke\\'ajibannya 

sehingga merugikan keuangan daerPh diancam p1dana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling 

banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau 

kurang dibayar. 
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' I 
I 

I 
i "' """~" j - -- -~---------, 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda 

paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang 

tidak atau kurang dibayar. 

I 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada 

penerimaan negara. 

ayat "' =~,.k=l ~· Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penerimaan negara. 

BAB XX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal47 

BABXVII 

KETENTUAN L.\IN-LAIN 

Pasal47 

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belu!D menetapkan 

Pe:aturan Daerah tentang Retnousi Perpanjangan IMTA sesuai 

kewenangannya, maka pemungutan Rebibusi Perpanjangan 

IIIITA Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

BAB XX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal48 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai ber1aku, Peraturan Daerah Pada saat Peratttran Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat iiomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Perizinan Tertentu (Lembaran .Daerah · Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
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--·---. -------------------------
Surnatera Barat Nom or 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. i Surnatera Barat Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

I 
I 1 

Pasal 49 l j Pasal 48 I 
I Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ,. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 

I 
tanggal / 

'1 . . diundanakan. Agar setJap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan "' _ . 

! Peraturan Daerah 1111 dengan penempatannya dalam Lembaran I Agar seuap orang mengetahumya, memerintahkan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat. pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

Diundangkan di Padang 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVJNSI SUMATERA BARAT, 

ALIASMAR 

Dittotapkan di Padang 
pada tanggal 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

IRWAN PRAYITNO 

LEMBARAN DAE~ PROVINSJ SUMATERA BARAT TAHUN 2014 

NOMOR: 

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Diundangkan di Padang 
pada tanggal 

SEK.'lliTARJS DAERAH 
PROVJNSI SUMATERA BARAT, 

ALIASMAR 

Ditetapkan di Padang 
pada tanggal 

GUBERNUR StJMATERA BARAT, 

IRWAN PRAYJTNO 

LEMBARAN DAERAH PROVJNSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 

NOMOR: 



LAMP IRAN 
RANCANGAN PERA':'URAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
NOMOR : TAHUN 2014 
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

I. Tarif Retribusi Usaha Perikanan: 

No Jenis Tarif Besaran Tarif lf~j1=J 
1 Surat Izin Usaha Perikanan (di atas iOs/d 30 GT) Rp 2000,-/GT/20 Tahun ! 
2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (di atas 10 sjd 30 GT) Rp SOOC,-/GT/ Tal1un I 

' 

3 Surat Izin Penangkapan lkan 
a. Kapal Bagan Rp 4.000,-/GT/ Tahun 
b. Kapal Purse seine Rp 5.000,-/GT/ Tahur1 
c. Kapal Gillnet Rp 4.000,-/GT/ Tahun 
d. Kapal Tonda Rp 2.000.-/GT/ Tahun 
e. Kapal Long Line Rp 3.000.-/GT/ Tahun 

ll. Tarif Retribusi Izin Trayek 

No. Jenis Tarif Besaran Tarif 
1 Retribusi Kartu Pengawasan Izin Trayek Anta; Kota Dalam 

Provinsi (AKDP) dan Angkutan Khusus terdiri dari: 
a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal Rp.SO.OOO,-

8 (delapan). 
b. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 Rp.60.000,-
c. Kendaraan dengan kapasitas tern pat duduk 17 s/ d 28 Rp.65.000,-
d. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk di atas 28 Rp.75.000,-
e. Angkutan Pemadu Moda. RP.75.000,-
f. Angkutan An tar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Rp.75.000,-

2 Retribusi Kartu Pengawasan Izin Operasi Angkutan Taxi, Rp.75.000.-
Angkutan Sewa 

3 Retribusi Izin Insidentil untuk semuajenis kendaraan Rp. 75.000,-

III. Tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempeketjakan Tenaga Kerja Asing 

rN:..:.0::::.:·4--------J~e::::n:!.:i:.:::S....:T~ar::..:!if __ , ______ ,_ ___ B=es::.:a;::r_an Tar_if -··- -=j 
Perpanjangen Izin Mempekerjakan Tenaga US $100,- 1 OrangjBt:la•1 
Kerja Asing ( IMTA) atau 

US $1.200,-/0rang/Tahun 
-·------- ______ I 

GUBERNUR SUMATERA BAf~AT, 

IRWAN PRAYITNO 


